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BUPATI IIALMAHERA BARAT
JAILOTO

KEPUTUSAIT BUPATI I{ALMAHERA BARAT
NoMoR 2o?.alKPTS/ tx /2o24

TENTANG

TIM PELAI{SANA DAH SEKRETARIAT BERSAIVIA PROGNAM
PEITGUATAN PEMERINTAIIAIT DAII PEMBAI{GUI{AN DESA

I(ABUPATEN HALMAIIERA BARAT
TAHUN 2A24

BUPATI HALIVIAHERA BARAT,

: a. bahwa dalam rangka percepatan koordinasi
pelaksaaaan Program Penguatan Pemerintahan

implementasi
Pcrnhansrrnan

Desa di Kabupaten Halmahera Barat, perlu membentuk Tim
Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Bersama progi'am penguatan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera
Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Halmahera Barat
Tahr;n )O24;

: 1. undang-undang Nomoi'60 Tahun 1958 tentang pcnetapan undang-
tindang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan
Daerah-ciaerah swatantra Tingkat II Daiam wiiayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. undang-undang Nomor 28 Tahun Lggq rentang penyelengaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 19gg Nomor ZS, 'lambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3852);

3. unclang-undang Nomor 46 Tahun 19gg tentang pembentukan
Pro.;insi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Ilfaiuku
Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diutrah Dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2000;

4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Katrupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera seratan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepuiauan di Provinsi lViaiuku Urara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oa4 tentang perbendaharaan

Nesata:_ o-'_ __,

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun '2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang }Jomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa;
9. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan

Daciatr;
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

Akuntansi Pemerintahan;
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ll.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peratui:an
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 Tentang Desa;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2Oi7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penansr-tlansan Kemiskinan vans telah dinrhah densan Peratrrran.'.ot..'...."...D

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan;

l5.Peraturan Presiden Nomor B1 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan PembangunanNasional;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahuo 2A14 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
Pengarn asan Pengelolaan Keuangan Desa;

l8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtu-n
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

L9.Peraturan Nienteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2A2L tentang Satu Data Bidang Desa,
Pembangunan Dae rah Tertinggai clan Transmigrasi;

2O.Keputusan Kepala Coordinator Project Management Unit (CPMU)
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Program
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD'}

Nomor 900"1.4.4-1007 Tahun 20'22 tentang Perubahan Penetapan
Lokasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(P3PD) tanggal 22 Desember Tahun 2O22-2O2a;

2 i.Siirat Dei'e'ktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa kementei'ian Dalam
Negeri Republik Indonesia, Nomor : 900.1.4.4 I 5570 / BPD tentang
Dukungan Daerah daiam Peiaksanaan P3PD;

22.Keputusan Gubernur Maiuku Utara Nomor : 433.1 / KFrIS I MU I
2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekertariat Bersama
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
Provinsi Maluku Utara Tahun 2A23;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16
tentang Pembentukan dan Sus'unan Perangkat Daerah Kabupa'uen
Halmahera Barat;

'24.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I 'I'ahun '2t)'24

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

25.Peraturan Bupati Halmahera Barat 20 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tpnt4no Strr rlzt r rr (-)roqniqqqi Perqnolrqt f)qerqh.\u( lJqvlur.2

26.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 20'24 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2Q24;

t /r ^- -^- l^ ^ +:1. ^^avaLrrr1,LalraLarara : 1. Keputusarr Execating Agencg Program P3PD Nomoi'4l-0040 1 Tahun
'2422 tanggal 7 April 202'2 tentang Penetapan CPMU dengan Lingkup
Tugas cian Furngsi pada Program P3PD;

2.Inan Agreement Institusional Strengthening for Improved Village
Delivery Project Number 8947-Il)

3. Surat Permohonan Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat Nomor :

O5O/ 8 10 / BP3D-H'B I 2A24 Perihal : Permohonan dibuatkan SK Bupati
Tentang Pembentukan TIM Pelaksana P3PD.

2O2O tentang

)A)fi fcnfqno
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KES,qTU : N{embentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program
Penguatan Pemerintah dan Pembangunan l)esa Kabupaten Haimahera
Barat Tahun '2024, sebagaimana tercantum riaiam Lampiran
Keputusan ini;

KtrDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam
pengeiolaan dan pelaksanaan Program Peirgua'r-an Femerintahan dan
pembangunan Desa (P3PD) sebagai berikut:
a. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan

Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan P3PD;
b. Mengusulkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan

keberlanjutan P3PD;

c. L{engoorrlinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas
pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis
P'Iadform Digital yang clikelola daiam LMS;

d. Menggelola P3PD Tingkat Kabupaten Kabupaten termasuk
diantaranya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah (APBD) Kabupaten lJntuk Operasionai
pelaksanaan kegiatanyang sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku;

e. Mengkordinasikan peiaksanaan seluruh pelaku program p3pD
kabupaten;

f. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan p3pD
di tinkat kabupaten dan Desa;

g. Menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan
kebutuhan dan krakteristik wilayah;

h. Melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas
bagi aparat pemerintah desa;

i. Menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan untuk
peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas
kabupaten;

j. Dengan masukan tenaga Ahli Regional Management Consuitant
{RMC) _yang ada di provins, menyusun target kineq'a untuk P3PD
tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat
nasional;

k. Berkordinasi dengan provinsi daiam mengelola kegiatan p3pD;
i. Melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi

penyerapan angaran, pencapaian KPI, termasuk pengsiaan data
melalui Internal Financial Reporting (IFR) dan MIS kepada kepala
daerah dan Ditjen Pemerintahan Desa Kernendagri melalui Dinas
PMD Provinsi;

m. Mengeloia platfi'om LMS di tingkat kabupaten termasuk
diantaran5za adalah melakukan perluasan akses jaringan serta
pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten LMS;

n. Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi
program di u.iiayah kabupaten;
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segala bia-va yang tirnbul akibat rlite'r-apkannva Keputusan i,i
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanla Daerah
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
Kabupaten Halmahera Barat;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Jailolo
I:)E'IARA'T PAI)AE'

Sekretaris Daerah /,
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb r{|-
Kepala DPMPD

A

Kepaia BP3D VG
iiatiag. Hukum & Orgs V

PadaTanggal: /6 fe,rtbtr

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina pemerintahan Desa di Jakarta;
). Gubernur N{alu}<u Utera Ci Scfifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailclo;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Haimahera Barat di Jailolo;
6. Iiepala BL4,D Kab. Hahnahera Barat di Jailclo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

zttz+

BUPATI ERA BARAT,

JAMES UANG



I,AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI FIALMAHERA BARAT
NoMoR eoTA/lKwS/ ix 12024
I'ANGGAI. p2 56pTer^SErL 2024

?trI'.ITANG : TIM PtrLAKSANA DAN SEKRET,q.RIAT BtrRSAMA PROGR,A,M PtrNGU,qT,qN
PBMtrRINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DBSA KABUPATEN HALMAHBRA
tsARAT TAHUN 2024

NO NAMAIJABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM

1 ) Lt-1"1i!:l

'l Bupati Halmahera Barat Pembina

2. Sekretads Daerah Kab. Halmahera Barat Pengarah

a
._) .

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kab.
Halmshsrs Bafat.

Koordinator

4.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat. Ketua Pelaksana Harian

5.
Sekertaris Badan Perencanan Pembangunan,
Penelitan dan Pengembangan Kab.
Halmahera Barat.

Wakil Ketua

6.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Haknahera Barat.

Sekertaris

7. Kepala Inspektorat Kab Hahnahera Barat Anggota

8.
Kepala Bad.an Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah kab Ha]mahera Ba,ra,t

Anggota

q.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kab. HaLnahera Barat

Anggota

10.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kab. Halmahera Barat Anggota

11.
Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera
Barat

Anggota

t2.
Kepala Bidang Pembangunan dan PMD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Halmahera Barat

Anggota

13.
Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Halmahera Barat.

Anggota

14. Tim Koordinasi Program Keluarga Harapal
(PKH) Anggota

15.
Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) Anggota

DTTNAMTr)(.,' rA r I NA NAN M.r\,.1 Dfl1V\ l ?

JAIYIES UANG
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

Kabag. Hukum & Orgs


